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TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN BUPATI ATAS  

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD; 

Ysh.  Wakil Bupati Kebumen; 

Ysh. Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah; 

Ysh. Para Staf Ahli Bupati; 

Ysh. Sekretaris DPRD dan Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 

 Pemerintah Kabupaten Kebumen; 

Ysh.  Ketua dan Sekretaris KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen; 

Ysh.  Pimpinan BUMD Kabupaten Kebumen; 

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen; 

Hadirin, peserta Rapat Paripurna DPRD serta pendengar Radio IN FM 

Kebumen yang berbahagia. 

Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah 

Subhanahu Wata’ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah–

Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat 

wal’afiat. 

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita 

Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan safaatnya di yaumil 

kiyamat nanti.  

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, 

Seperti kita ketahui bersama pada hari Rabu, tanggal 8 November 

2023 telah disampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
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Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, 

kami sampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban sebagai berikut: 

 

A. Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan 

 Terhadap sambutan positif Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan terkait pengusulan Raperda tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, kami sampaikan terima kasih. 

 Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

terkait penggabungan /masuknya BRIDA ke BAPPEDA apakah telah 

sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, kami sampaikan 

bahwa penggabungan BRIDA ke BAPPEDA telah sesuai dengan prinsip 

tepat fungsi dan tepat ukuran serta telah diawali dengan penyusunan 

proposal urgensi yang telah mendapat pertimbangan dari Kepala 

Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui surat Kepala Badan Riset 

dan Inovasi Nasional Nomor: B-230/I/OT.00.00/3/2023 tanggal 17 

Maret 2023. Hal: Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi 

Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. 

 Terhadap permintaan penjelasan Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan dengan menggunakan pendekatan beban kerja dan 

span of control secara konkrit agar penggabungan BRIDA ke BAPPEDA 

terkesan tidak dipandang sebelah mata, kami sampaikan bahwa 

dalam proposal urgensi telah dilakukan analisa terkait beban kerja 

dan rentang kendali/span of control, dimana sumber daya manusia 

yang saat ini berada di Bidang Penelitian dan Pengembangan akan 

berubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah masih mencukupi 

untuk melakukan pelayanan kepada ekosistem inovasi yang ada di 

Kabupaten Kebumen. 

 Terhadap permintaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

agar rekonstruksi Perangkat Daerah dikaji secara mendalam supaya 

tidak terjadi tumpang tindih maupun persoalan di kemudian hari atas 

ditambahkannya BRIDA di BAPPEDA, akan kami perhatikan dan 

disampaikan terima kasih. 
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B. Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Raya 

 Terhadap sambutan baik Fraksi Gerindra terhadap Raperda 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kami 

sampaikan terima kasih. 

 Terhadap pencermatan Fraksi Gerindra memandang bahwa 

pembentukan BRIDA dan pengelolaan aktivitasnya memerlukan 

pedoman berupa desain besar (grand design) tata kelola kelembagaan 

riset dan inovasi yang spesifik dengan perbedaan substansial sesuai 

kebutuhan setiap Daerah dan apakah dengan adanya BRIDA sudah 

dilakukan pemetaan berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi 

unggulan Kabupaten Kebumen, kami sampaikan bahwa dalam 

dokumen proposal urgensi sudah dilakukan pemetaan berdasarkan 

karakteristik wilayah dan potensi unggulan Kabupaten Kebumen. 

 Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Gerindra terkait 

dengan siapa yang seharusnya menjadi target keterbaruan tata kelola 

riset dan inovasi di Daerah serta apa yang harus dipersiapkan untuk 

merespon masuknya BRIDA, kami sampaikan bahwa yang menjadi 

target keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di Daerah adalah 

ekosistem/pemangku kepentingan inovasi Daerah seperti perguruan 

tinggi, lembaga kemasyarakatan, para peneliti/inventor, individu 

serta pemangku kebijakan (birokrat). Kemudian terkait dengan yang 

harus dipersiapkan untuk merespon masuknya BRIDA adalah 

dokumen roadmap riset dan inovasi Daerah, sumber daya manusia 

dan koordinasi serta kolaborasi intensif antar pemangku 

kepentingan. 

 Terhadap harapan Fraksi Gerindra agar BRIDA mampu menjadi 

Perangkat Daerah yang kokoh, profesional, dan adaptif dalam 

mengemban amanat penelitian, serta inovasi di Kabupaten Kebumen 

melalui kajian yang mendalam yang diarahkan untuk menstimulasi 

percepatan pembangunan di Daerah melalui kekayaan data dan 

analisisnya, kami sepakat dan disampaikan terima kasih. 
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C. Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan. 

 Terhadap dukungan Fraksi PDI Perjuangan yang menyambut 

baik penyampaian Raperda sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan 

Inovasi Nasional dan harapan agar Raperda ini dapat membantu 

Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, 

sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, 

dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara 

menyeluruh dan berkelanjutan, kami sepakat dan kami ucapkan 

terima kasih.  

 Kami sepakat terhadap harapan Fraksi PDI Perjuangan agar 

Raperda ini nantinya dapat meningkatkan pelayanan masyarakat 

agar semakin baik, optimal dan berkualitas mengingat perubahan 

tipologi dan nomenklatur pembentukan Perangkat Daerah dalam 

Raperda ini didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran 

(rightsizing) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di 

daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat 

Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.  

 Terhadap harapan Fraksi PDI Perjuangan agar Raperda ini 

bukan hanya dijadikan sebagai intervensi melainkan dapat memback 

up seluruh inovasi dan riset yang ada di Daerah, kami sampaikan 

terima kasih. Selanjutnya terkait dengan persiapan terhadap dampak 

adanya perubahan Perangkat Daerah tersebut, serta dapat menjalin 

koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan 

inovasi antar Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah baik koordinasi Sumber Daya Manusia, dan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, anggaran berkelanjutan dan 

kerjasama antar multipihak yang terintegrasi untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA dengan fokus pada sektor sosial 

dan produk unggulan Daerah untuk meningkatkan kapasitas daya 

saing di Kabupaten Kebumen, akan kami perhatikan dan kami 

sampaikan terima kasih.  
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D. Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya 

 Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai 

Golkar terhadap penyusunan Raperda ini yang diharapkan dapat 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur 

negara yang berkualitas, yang mampu mengemban misi, tugas dan 

fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, 

efisien dan produktif sehingga pelayanan kepada masyarakat 

Kabupaten Kebumen dapat terpenuhi secara baik, cepat, efisien dan 

kedepannya akan menjadi pondasi kebijakan Pemerintah Kebumen 

yang lebih baik. 

  

E. Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Partai NASDEM 

 Terhadap harapan Fraksi Partai NasDem agar pembentukan 

BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA dengan nomenklatur 

badan hasil penggabungannya bernama BAPPERIDA memiliki 

struktur yang menyediakan rumah yang cukup luas, sehingga 

kedepannya diharapkan mampu menangani 32 (tiga puluh dua) 

urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu 

ditunjang oleh fungsi penelitian dan pengembangan serta mampu 

mewujudkan inovasi Daerah, kami sampaikan terima kasih.  

 Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai NasDem 

mengenai bidang serta jabatan fungsional yang akan diterapkan pada 

struktur organisasi BAPPERIDA, kami sampaikan bahwa rancangan 

susunan organisasi BAPPERIDA adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah; 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; 

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis.  

Adapun jabatan fungsional yang akan diterapkan pada struktur 

organisasi BAPPERIDA adalah sebagai berikut: 

a. Perencana; 

b. Analis Kebijakan; 
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c. Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

d. Analis Data Ilmiah; dan 

e. Arsiparis. 

 Terhadap harapan Fraksi Partai NasDem agar dengan adanya 

BAPPERIDA fungsi riset yang selama ini diemban oleh BAPPEDA 

dapat dioptimalkan sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan 

akan kebijakan yang berbasis riset yang berkontinuitas serta proses 

koordinasi, konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, 

kegiatan kelitbangan serta pembinaan dapat dikelola dengan optimal, 

kami sampaikan terima kasih. 

 Selanjutnya kami sepakat dengan Fraksi Partai NasDem agar 

Raperda ini nantinya akan menjadi Peraturan Daerah yang mampu 

menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan 

yang akan datang dengan berbasis riset dan data secara 

berkelanjutan serta berdampak terhadap kesejahteraan seluruh 

lapisan masyarakat Kebumen serta selaras dengan wujudnya visi dan 

misi Kabupaten Kebumen. 

 

F. Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa 

 Terhadap pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang 

sepakat bahwa penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan 

tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di Daerah dengan tujuan 

mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 

sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan 

secara lebih baik, kami sampaikan terima kasih. 

 Terhadap permintaan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa terkait apakah penggabungan BAPPEDA dan BRIDA menjadi 

BAPPERIDA sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip good 

governance, kami sampaikan bahwa pembentukan BAPPERIDA telah 

sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan 

aturan hukum. Prinsip akuntabilitas terpenuhi melalui penyusunan 

kajian teknokratis berbentuk proposal urgensi. Prinsip transparansi 

dan keterbukaan terpenuhi melalui proses diskusi yang melibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip aturan hukum terpenuhi 

melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang         
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Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan 

Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. 

 Terhadap permintaan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa terkait dengan mengapa BRIDA tidak berdiri sendiri sebagai 

satu-satunya lembaga yang menjalankan penelitian, pengembangan, 

pengkajian dan penerapan, serta inovasi di tingkat Daerah, kami 

sampaikan sebagai berikut : 

1. kelembagaan fungsi penelitian dan pengembangan yang 

diintegrasikan dengan fungsi perencanaan di BAPPEDA saat ini 

masih relevan;  

2. tugas dan fungsi kelitbangan perlu diperluas dengan riset dan 

inovasi; 

3. masih terbatasnya SDM pelaksana fungsi litbang; dan 

4. dukungan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan 

pembangunan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, melalui 

proses perumusan perencanaan serta melalui pemantauan dan 

evaluasi perencanaan pembangunan. 

 

Demikian tanggapan dan/atau jawaban kami atas Pemandangan 

Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, atas perhatiannya 

disampaikan terimakasih. 

 

Wabillahi taufik wal hidayah,  

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

  

                                                           Kebumen, 9 November 2023 

 

 BUPATI KEBUMEN, 

 

 

H. ARIF SUGIYANTO, SH.,MH 

 


